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ABSTRAK 
 
Regional Parliament’s bad performances issue is one of problems which should be 
solved immediately in all regions. Settlement of the issue would have positive impacts to people 
society in the region, including District Tolitoli, where the Regional Parliament (DPRD) District 
Tolitoli drives the legislation function to creating innovative Local Regulation (Perda) that 
suitable with local conditions.  
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1. PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
 
Legislasi merupakan salah satu 
fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) pada tingkat daerah. Pada 
hakekatnya, fungsi legislasi adalah fungsi 
membentuk peraturan daerah. Secara ideal 
pelaksanaan fungsi legislasi diharapkan 
dapat menciptakan peraturan daerah yang 
aspiratif dan responsif sebagai kewajiban 
sekaligus kewenangan yang dimiliki oleh 
pembuat undang-undang karena pemberian 
kewenangan dalam menetapkan Perda 
sebagai upaya untuk memberikan 
keleluasaan kepada daerah sesuai dengan 
kondisi lokalistiknya. 
PP No. 25/2004 mengatur tentang 
tata cara pembahasan Raperda melalui 
Prolegda atas prakarsa eksekutif maupun 
legislatif. Eksekutif membuat Prolegda 
sebagai konsekuensi penyusunan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang 
diterjemahkan dalam bentuk Perda, 
sedangkan DPRD membuat Prolegda karena 
selain sebagai lembaga legislatif yang 
berwenang membuat Perda, juga karena 
DPRD melalui Perda sebagai landasan 
yuridis perumusan kebijakan publik di 
daerah. 
Kelemahan kinerja legislasi DPRD 
Kabupaten Tolitoli terlihat dari minimnya 
inovasi Perda yang dihasilkan, baik secara 
kuantitatif maupun secara kualitatif. Hal 
tersebut sangat disayangkan, karena 
Kabupaten Tolitoli (Kabupaten induk) yang 
telah melakukan pemekarkan menjadi 
Kabupaten baru yaitu Kabupaten Buol, 
seharusnya mampu menghasilkan produk 
legislasi yang lebih baik dari pada daerah lain 
terkait dengan pengelolaan pemerintahan 
dan daerah. 
Untuk dapat mengetahui fenomena 
kelemahan kinerja legislasi DPRD Kabupaten 
Tolitoli seperti yang telah digambarkan 
sebelumnya, terkait secara logis dengan 
faktor-faktor yang mempengaruhi, diperlukan 
suatu studi analisis yang komprehensif 
terhadap kinerja lembaga legislatif (DPRD) 
dalam melaksanakan fungsi legislasi, dan 
yang dapat mengungkapkan tentang faktor-
faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut 
guna memberikan rekomendasi pemecahan 
permasalahan. Studi analisis seperti ini 
bersifat mendesak karena jika dibiarkan 
berlarut-larut akan menjadi sumber dari 
berbagai ketidakefektifan pemerintahan 
daerah secara menyeluruh. 
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1.2. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan uraian pada latar 
belakang usulan penelitian diatas, maka 
rumusan masalah penelitian ini adalah 
bagaimana kinerja legislasi Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli 
Periode Tahun 2009-2014? 
 
1.3. Batasan Masalah 
 
penelitian ini akan terbatas dan fokus 
pada kinerja legislasi DPRD Kabupaten 
Tolitoli, Sulawesi Tengah periode Tahun 
2009-2014. 
 
1.4. Tujuan Penelitian 
 
tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui kinerja legislasi Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Tolitoli. 
 
2. KAJIAN PUSTAKA 
 
2.1. Gambaran Umum Kinerja 
 
Istilah kinerja digunakan untuk 
mengukur sejauh mana prestasi maupun 
tingkat keberhasilan baik perorangan maupun 
dalam sekelompok orang. Kinerja atau 
performance merupakan gambaran mengenai 
tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 
kegiatan, program, atau kebijakan dalam 
mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi 
organisasi yang tertuang dalam strategic 
planning suatu organisasi (Mahsun, 2009).  
Mahsun juga menyatakan bahwa 
keberhasilan suatu kinerja dapat diketahui 
atau dapat diukur jika memiliki tujuan dan 
target yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Terdapat perbedaan antara Indikator 
kinerja (performance indicators) dengan 
pengukuran kinerja (performance measure), 
karena Indikator kinerja mengacu pada 
penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu 
hal-hal yang sifatnya hanya merupakan 
indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya 
cenderung kualitatif meskipun dua hal 
tersebut merupakan kriteria pengukuran 
kinerja (Mahsun, 2009). Hal ini menegaskan 
bahwa indikator kinerja dapat dianalisa secara 
kualitatif tanpa menghilangkan setiap faktor 
yang mempengaruhinya. 
Pemerintah daerah dapat melakukan 
sejumlah perbandingan dalam upaya 
melakukan analisis kinerja di organisasinya. 
Menurut Mahsun (2009) menyatakan 
beberapa perbandingan yang bisa dilakukan 
anatara lain: 
a) Membandingkan kinerja tahun ini 
denga kinerja tahun lalu 
b) Membandingkan kinerja tahun ini 
dengan berbagai standar peraturan 
yang diturunkan dari pemerintah 
pusat atau dari daerah sendiri 
c) Membandingkan kinerja unit atau 
seksi yang ada pada sebuah 
departemen dengan unit atau 
departemen lain yang menyediakan 
jasa layanan yang sama 
d) Membandingkan dengan berbagai 
ketetuan pada sektor swasta 
e) Membandingkan semua bidang dan 
fungsi yang menjadi tangggungjawab 
pemerintah daerah dengan bidang 
dan fungsi yang sama pada 
pemerintah daerah lain. 
Indikator kinerja sebagai pembanding 
kinerja legislasi disini akan lebih menitik 
beratkan pada produk legislasi lokal. 
 
2.2. Kedudukan dan Fungsi 
Lembaga Perwakilan Rakyat 
Daerah sebagai Pemegang Fungsi 
Legislasi 
 
Berdasarkan ketentuan pasal 363 dan 
364 UU No. 17/2014 tentang MD3 dan UU 
No. 23/2014 tentang Pemda, DPRD 
Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai 
politik peserta pernilihan umum yang dipilih 
berdasarkan hasil pemilihan umum. 
Kedudukan DPRD Kabupaten/Kota adalah 
sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah 
yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah 
kabupaten/kota.  
Fungsi yang dimiliki oleh DPRD 
Kabupaten/Kota yaitu legislasi, anggaran, dan 
pengawasan. Fungsi legislasi DPRD yakni 
menyusun perundang-undangan dalam 
bentuk Peraturan Daerah. Fungsi anggaran 
DPRD yakni memberikan persetujuan 
terhadap rencana anggaran daerah yang 
mencakup rencana anggaran pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan. Fungsi 
pengawasan DPRD adalah memastikan 
berjalannya perundang-undangan yang ada 
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dan optimalnya kinerja eksekutif (Yunita, 
2004). 
 
2.3. Asas-Asas Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan 
 
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan termasuk Perda berdasarkan UU 
No. 12/2011 yang merumuskan bahwa untuk 
membuat perundangan yang sesuai serta 
baik harus memperhatikan kejelasan tujuan 
peraturan yang kaan dibuat, harus berasal 
dari kelembagaan atau organ pembentuk 
yang tepat, adanya kesesuaian antara jenis 
dan materi muatan, dapat diimplementasikan, 
adanya manfaat, rumusan yang jelas dan 
sebagai bentuk keterbukaan. Hal ini 
dimaksudkan agar setiap perda yang 
terbentuk dapat dijalankan dengan efektif, 
efisien dan tidak bertentangan dengan 
peraturan lainnya. 
 
2.4. Indikator Kinerja Legislasi DPRD 
 
Pada penelitian ini, penulis perlu 
menguraikan teori-teori dan konsep yang 
berkaitan dengan indikator kinerja menurut 
Robbins (2006) yang akan mempengaruhi 
kinerja legislasi DPRD dalam kaitan studi 
analisis kinerja DPRD Kabupaten Tolitoli. 
Berikut ini merupakan beberapa konsep yang 
berkaitan dengan objek penelitian, antara lain: 
 
a) Kualitas 
 
Kualitas kinerja dapat diukur melalui 
persepsi pelaku organisasi terhadap kualitas 
output atau pekerjaan yang dihasilkan serta 
kesempurnaan tugas terhadap keterampilan 
dan kemampuan pelaku organisasi (Robbins, 
2006). Pelaku organisasi dalam penelitian ini 
adalah anggota DPRD Kabupaten Tolitoli 
dalam rangka mencapai kesempurnaan 
menjalankan fungsi legislasi dari keterampilan 
dan kemampuan anggota DPRD Kabupaten 
Tolitoli.  
Salah satu alat ukur keteramilan dan 
kemampuan anggota DPRD tersebut adalah 
melalui analisis pendidikan anggota DPRD 
Kabupaten Tolitoli. Pendidikan adalah suatu 
cara yang berkaitan dengan suatu perubahan 
didalam bertingkah laku karena pengalaman 
dan keterampilan serta pengetahuan yang 
diperolehnya. Perubahan yang terjadi didalam 
diri seseorang karena adanya proses belajar, 
dapat berupa pengetahuan, keterampilan 
maupun sikap. Perubahan ini merupakan 
suatu proses dimana seseorang menerima 
gagasan baru atau keterampilan yang dapat 
memuaskan diri. Jika seseorang telah 
memiliki keinginan yang kuat untuk memenuhi 
kebutuhan dasarnya, maka ia akan 
mempunyai semangat dan mendorong untuk 
belajar. 
Pendidikan merupakan faktor individu 
yang sangat mempengaruhi kinerja organisasi 
karena dianggap sangat kompleks sebab 
pendidikan akan menentukan kemapuan 
seseorang dalam menjalankan manajerial, 
kedisiplinan, komitmen, dan kreativitas. 
 
b) Kuantitas 
 
Kuantitas sering didefinisikan sebagai 
banyaknya jumlah kinerja yang dihasiilkan, 
baik berupa unit maupun jumlah siklus 
aktivitas yang mampu diselesaikan (Robbins, 
2006). Kuantitas dalam konteks penelitian ini 
akan diukur melalui jumlah Perda yang 
dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Tolitoli 
selama periode Tahun 2009-2014 dari jumlah 
Raperda yang dijadikan prioritas pembahasan 
dalam Program Legislasi Daerah DPRD 
Kabupaten Tolitoli. Kuantitas akan 
menentukan kinerja DPRD Kabupaten Tolitoli 
dalam menjalankan fungsi legislasi atau 
membuat peraturan perudang-undangan di 
tingkat daerah. 
 
c) Ketepatan Waktu 
 
Ketepatan waktu merupakan 
kesesuaian antara perencanaan dengan 
implementasi berdasarkan kurun waktu 
tertentu dilihat dari tingkat aktivitas yang 
dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang 
ditetapkan sehinga akan terjadi maksimalisasi 
penggunaan waktu yang tersedia (Robbins, 
2006). Ketepatan waktu DPRD Kabupaten 
Tolitoli dalam menyelesaikan Raperda 
menjadi Perda dalam setiap pembahasan 
Raperda pada masa sidang merupakan salah 
satu indikator yang dapat dianalisa untuk 
mengetahui kinerja legislasi DPRD Kabupaten 
Tolitoli. 
 
d) Efektivitas  
 
Efektivitas mengarahkan pada 
penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, 
uang, teknologi, bahan baku) yang 
dimaksimalkan untuk menaikkan hasil dari 
setiap unit dalam penggunaan sumber daya 
(Robbins, 2006). Sumber daya DPRD 
Kabupaten Tolitoli dalam menjalankan fungsi 
legislasi telah diatur berdasarkan UU No. 
4 
 
12/2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan serta UU No. 17 Tahun 
2014 tentang MD3 juga mengatur tentang 
tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota 
berdasarkan struktur yang dibentuk sesuai 
dengan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). 
Robbins (1996) membuat perincian mengenai 
segi-segi struktur organisasi. Perspektif 
perubahan organisasinya nampak dari faktor-
faktor determinan (penentu) struktur 
organisasi. Dimensi-dimensi struktur 
organisasi adalah: (1) Kompleksitas; (2) 
Formalisasi; dan (3) Sentralisasi. Dimensi-
dimensi ini telah mencakup unsur-unsur 
struktural. 
Pengambilan keputusan tergantung 
dari struktur organisasi. Sentralisasi 
meletakan pusat pengambilan keputusan 
yang dapat berada di puncak organisasi, 
didelegasikan ke level bawah, atau diberikan 
kepada suatu tim yang bersifat sementara (ad 
hoc). Keputusan sebuah organisasi 
menerapkan sentralisasi ataupun 
desentraslisasi didasarkan pada kebutuhan 
dan tujuannya. Sentralisasi-desentralisasi 
dianggap penting karena organisasi adalah 
sistem pengambilan keputusan dan 
pengolahan informasi melalui sekumpulan 
orang.  
Organisasi membantu pencapaian 
tujuan melalui koordinasi dari usaha 
kelompok, pengambilan keputusan dan 
pengolahan informasi adalah yang utama 
agar koordinasi dapat terlaksana. Organisasi 
harus menanggapi dengan cepat perubahan 
kondisi yang terdapat pada titik dimana 
perubahan itu teljadi. Desentralisasi 
mendorong tindakan yang cepat karena 
menghindari kebutuhan untuk memproses 
informasi melalui hirarki vertikal (Robbins, 
1996). 
 
e) Kemandirian  
 
Kemandirian merupakan tingkat 
seseorang pelaku organiasi yang nantinya 
akan menjalankan fungsi kerjanya, serta 
komiten kerja yaitu suatu tingkat dimana 
pelaku organisasi mempunyai komitmen kerja 
dengan instansi dan tanggungjawab pelaku 
organisasi terhadap kantor/institusi (Robbins, 
2006). Pola yang terbentuk atau kebiasaan 
cara kerja DPRD Kabupaten Tolitoli dalam 
menjalankan fungsi legislasi akan 
mempengaruhi kinerja DPRD Kabupaten 
Tolitoli sehingga dapat membentuk sebuah 
budaya organisasi atau kultur organisasi. 
Selain dipengaruhi oleh variabel-
variabel pendidikan dan struktural, kinerja 
suatu organisasi juga akan dipengaruhi oleh 
kultur atau budaya organisasi itu sendiri. 
Kultur atau budaya organisasi adalah nilai-
nilai dominan yang didukung oleh organisasi, 
dan asumsi serta kepercayaan dasar yang 
terdapat di antara anggota organisasi. 
 
f) Lingkungan 
 
Dalam bukunya yang berjudul Teori 
Organisasi, Struktur, Desain dan Aplikasi 
(1996), Robbins menyatakan bahwa dalam 
setiap proses dan analisis, faktor lingkungan 
selalu memberi pengaruh dan dampak yang 
cukup signifikan dibandingkan dengan faktor-
faktor yang lainnya. Oleh karena itu, faktor 
lingkungan penting dalam analisis mengenai 
kinerja lembaga DPRD, karena setiap 
lembaga/organisasi beroperasi di bawah 
pengaruh lingkungan. Tidak ada 
lembaga/organisasi yang beroperasi dalam 
kevakuman. Organisasi selalu berinteraksi 
dengan lingkungannya (Robbins, 1996).  
 
3. METODOLOGI PENELITIAN 
 
3.1. Jenis Penelitian 
 
Jenis penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 
Pemilihan jenis penelitian deskriptif ini 
berdasarkan pertimbangan lebih 
memungkinkan pengkajian secara 
komprehensif terhadap kinerja lembaga 
legislatif daerah khususnya di bidang legislasi. 
Pemilihan metode kualitatifkarena 
peneltian ini menggunakan pengamatan, 
wawancara secara langsung atau penelaahan 
dokumen. Penggunaan metode deskriptif 
kualitatif pada penelitian ini agar dapat 
memahami permasalahan yang terjadi pada 
Kinerja DPRD Kabupaten Tolitoli periode 
tahun 2009-2014, sehingga dapat mencari 
solusi untuk memecahkan permasalahan 
yang terjadi. 
 
 
3.2. Sumber Data 
 
Penelitian ini menggunakan dua 
sumber data penelitian, yang pertama adalah 
sumber data primer yaitu sumber data yang 
diperoleh secara langsung atau tanpa 
perantara dari sumber yang tepat sesuai 
dengan objek dan subek penelitian 
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(wawancara dan studi dokumentasi). 
Sementara sumber data sekunder merupakan 
sumber data penelitian yang bersumber dari 
bukti catatan atau dokumen resmi milik 
pemerintah yang dipublikasikan maupun yang 
tidak dipublikasikan (tidak langsung). 
 
3.3. Teknik Analisis Data 
 
Analisis data kualitatif menurut 
Bogdan Dan Biklen dalam Moleong (2013) 
adalah suatu upaya yang dilakukan dengan 
jalan bekerja menggunakan data, 
mengorganisasikan data, memilah dan 
memilih data menjadi satuan yang dapat 
dikelola, sehingga dapat memutuskan apa 
yang dapat diceritakan kepada orang lain. 
Dalam rangka menjawab permasalahan pada 
penelitian ini, analisis data akan dilakukan 
menggunakan model analisis dari Miles 
Huberman dalam Sugiono (2010). 
 
4. HASIL PENELITIAN 
 
4.1. Sekilas Gambaran Rekruitmen 
Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli 
 
Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli 
periode Tahun 2009-2014 dicalonkan dan 
dipilih berdasarkan UU Partai Politik yang 
mengamanatkan partai politik untuk 
menyiapkan calon legislatif dalam pemilihan 
umum. Sebelum masuk dalam daftar calon 
tetap anggota legislatif, partai politik memiliki 
peran utama dalam proses rekruitmen calon 
anggota legislatif DPRD Kabupaten Tolitoli. 
Rekruitmen akan menentukan 
kualitas para anggota DPRD yang terpilih, 
karena pada tahap inilah akan ditentukan 
calon-calon anggota DPRD yang memenuhi 
kualifikasi. Kapasitas dan kualitas calon 
anggota DPRD merupakan pertimbangan 
yang penting dalam proses rekruitmen, 
namun UU Partai Politik memberikan 
kewenangan sepenuhnya kepada Partai 
Politik untuk melakukan rekruitmen, baik bagi 
para kadernya maupun untuk masyarakat 
umum. 
Setiap partai politik memiliki sistem 
rekruitmen, termasuk di daerah-daerah. 
Secara umum, rekruitmen calon anggota 
DPRD Kabupaten Tolitoli melalui partai politik 
dilakukan dengan mengutamakan popularitas 
dan elite partai di daerah. Sebagaimana 
tujuan sebuah partai berdiri adalah untuk 
berkuasa, maka segala cara dilakukan oleh 
partai politik untuk merebut kursi sebanyak-
banyaknya di DPRD Kabupaten Tolitoli. Hal 
inilah yang mendorong partai politik 
mengesampingkan kualitas dan kapasitas 
para calon anggota DPRD Kabupaten Tolitoli. 
Sebaliknya, penjaringan yang 
dilakukan oleh partai politik dalam memilih 
calon anggota legislatif di Kabupaten Tolitoli 
berdasarkan  kekuatan suara di tingkat lokal 
dari setiap calon anggota legislatif yang 
biasanya merupakan daerah asalnya memiliki 
popularitas yang tinggi. Popularitas yang 
tinggi tersebut dapat berasal dari nama besar 
penguasa di Kabuaten Tolitoli atau karena 
memiliki kekuatan materi yang cukup dari 
latar belakang pengusaha. 
Mayoritas anggota DPRD Kabupaten 
Tolitoli terbagi menjadi tiga kelompok besar, 
yaitu politisi, pengusaha, dan tokoh 
masyarakat lokal. Persebaran anggota DPRD 
Kabupaten Tolitoli Periode 2009-2014 
berdasarkan latar belakang adalah sebagai 
berikut. 
 
Diagram Persebaran Anggota DPRD 
Kab.Tolitoli Berdasarkan Latar Belakang 
 
Sumber: Kesekretariatan DPRD Kab. Tolitoli 
 
Diagram batang diatas menjelaskan 
tentang klasifikasi anggota DPRD Kabupaten 
Tolitoli berdasarkan latar belakang 
pekerjaannya. Dari 30 anggota DPRD yang 
ada, 15 orang diantaranya merupakan politisi, 
12 orang berasal dari latar belakang 
pengusaha, dan tiga orang tersisa merupakan 
tokoh masyarakat yang memiliki popularitas di 
daerah asalnya. 
 
4.2. Kemitraan DPRD Kabupaten Tolitoli 
dengan Kepala Daerah Kabupaten 
Tolitoli dalam Pembentukan Perda 
 
0
2
4
6
8
10
12
14
16
15 
12 
3 
6 
 
PP No. 25/2004 mengatur tentang 
tata cara pembahasan Raperda melalui 
Prolegda atas prakarsa eksekutif maupun 
legislatif. Selama periode 2009-2014 seperti 
diketahui bahwa tidak ada mekanisme 
Prolegda dalam pembahasan Raperda, 
sehingga kemitraan antara DPRD Kabupaten 
Tolitoli hanya melalui koordinasi dalam arti 
bahwa DPRD selalu melibatkan instansi-
instansi teknis yang terkait Raperda yang 
sedang dibahas. Hal ini tidak sesuai dengan 
PP No. 25 Tahun 2004 yang mengatur 
tentang kemitraan DPRD dengan Kepala 
Daerah dalam hal ini Bupati untuk 
menentukan Prolegda, karena hanya 
membahas ususlan Raperda dari eksekutif 
saja. 
Cukup berbeda dengan kriteria 
kemitraan menurut Dwiyanto yang 
mengatakan bahwa manfaat dan resiko dalam 
kemitraan akan dibagi bersama atau 
ditanggung oleh kedua belah pihak (Dwiyanto, 
2011). UU No. 32/2004 Tentang Otonomi 
Daerah pasal 14 ayat 2 menegaskan bahwa 
fungsi legislasi adalah kombinasi antara 
DPRD dan Pemda. Sedangkan pasal 40 
menjelaskan tentang DPRD berkedudukan 
sebagai unsur untuk membentuk Perda 
bersama-sama kepala daerah. Dua pasal 
tersebut mengartikan bahwa kedua lembaga 
tersebut memiliki hubungan kemitraan dalam 
membentuk Perda. 
Suatu kemitraan akan berjalan 
dengan baik dan berhasil mencapai tujuan 
kerjasama apabila masing-masing pihak yang 
terlibat bersinergi satu dengan yang lainnya. 
Terwujudnya sinergitas antara pihak yang 
bekerja sama memerlukan pengelolaan yang 
baik sehingga pemilihan bentuk kerja sama 
dapat menjadi salah satu alternatif, agar kerja 
sama dapat berjalan dengan baik dan pihak-
pihak yang bekerja sama merasa saling 
diuntungkan. (Pratikno, 2007:113) 
 
4.3. Analisis Kinerja Legislasi DPRD 
Kabupaten Tolitoli 
 
a. Kualitas  
 
Kualitas kinerja dapat diukur melalui 
persepsi pelaku organisasi terhadap kualitas 
output atau pekerjaan yang dihasilkan serta 
kesempurnaan tugas terhadap keterampilan 
dan kemampuan pelaku organisasi (Robbins, 
2006). Pelaku organisasi dalam penelitian ini 
adalah anggota DPRD Kabupaten Tolitoli 
dalam rangka mencapai kesempurnaan 
menjalankan fungsi legislasi dari keterampilan 
dan kemampuan anggota DPRD Kabupaten 
Tolitoli.  
Salah satu alat ukur keteramilan dan 
kemampuan anggota DPRD tersebut adalah 
melalui analisis pendidikan anggota DPRD 
Kabupaten Tolitoli. Pendidikan adalah suatu 
cara yang berkaitan dengan suatu perubahan 
didalam bertingkah laku karena pengalaman 
dan keterampilan serta pengetahuan yang 
diperolehnya. Perubahan yang terjadi didalam 
diri seseorang karena adanya proses belajar, 
dapat berupa pengetahuan, keterampilan 
maupun sikap. Perubahan ini merupakan 
suatu proses dimana seseorang menerima 
gagasan baru atau keterampilan yang dapat 
memuaskan diri. Jika seseorang telah 
memiliki keinginan yang kuat untuk memenuhi 
kebutuhan dasarnya, maka ia akan 
mempunyai semangat dan mendorong untuk 
belajar. 
Berkaitan dengan hal tersebut, 
pendidikan para anggota DPRD Kabupaten 
Tolitoli juga menjadi sangat penting dianalisa 
untuk mengetahui apakah pendidikan menjadi 
salah satu indikator yang mempengaruhi 
kinerja legislasi DPRD Kabuapten Tolitoli 
periode tahun 2009-2014. Data yang 
bersumber dari Sekretariat DPRD Kabuapten 
Tolitoli dan KPUD menunjukkaan bahwa 
pendidikan terakhir anggota DPRD 
Kabuapten Tolitoli beragam, mulai dari lulus 
Paket C, SMA hingga S1 dan S2. Dari total 30 
anggota DPRD Kabupaten Tolitoli, empat 
orang atau 13,33% merupakan lulusan Paket 
C SMA/SMK/Sederajat, 16 orang atau 
53,33% lulusan SMA/SMK/Sederajat, 
sembilan orang atau 30% lulusan Strata 1, 
dan satu orang atau 3,33% lulusan Strata 2. 
Data ini menunjukan bahwa komposisi DPRD 
Kabuapten Tolitoli didominasi oleh lulusan 
SMA/SMK/Sederajat, disusul secara berturut-
turut lulusan Strata 1, Paket C, dan Strata 2 
serta tidak ada anggota DPRD Kabupaten 
Tolitoli yang berasal dari lulusan Strata 3. 
Peran pendidikan dalam menjalankan 
kinerja legislasi di DPRD Kabupaten Tolitoli 
sangat diperlukan dan sangat mempengaruhi 
disamping perlunya pengalaman atau 
pendidikan non formal. Secara garis besar, 
dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan 
anggota DPRD Kabupaten Tolitoli berbanding 
lurus dengan tingkat kinerja legislasi DPRD 
Kabupaten Tolitoli. 
Sebanyak 115 Raperda yang 
diusulkan pada periode 2009-2014, hanya 74 
Raperda saja yang berhasil dibahas dan di 
sahkan menjadi Perda dan DPRD Kabupaten 
Tolitoli hanya mampu membuat 2 Perda dari 
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inisiatif DPRD Kabupaten Tolitoli. Minimnya 
inovasi DPRD Kabupaten Tolitoli ini ternyata 
juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan para 
Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli. 
Proses pembuatan sebuah peraturan 
perundang-undangan termasuk pembuatan 
peraturan daerah (Perda) juga telah diatur 
dalam Undang-Undang dan dilengkapi 
dengan legal drafter untuk mempermudah 
secara teknis dalam pelaksanaanya. 
Kelengkapan tersebut dapat digunakan 
secara maksimal jika dikerjakan oleh orang-
orang yang berkompeten juga. 
Robbins (2006) mengemukakan 
tentang bangaimana keterampilan dan 
kemampuan (pendidikan) sangat memberikan 
pengaruh dalam kualitas seseorang yang 
menerima pendidikan tersebut. Kualitas 
tersebut terukur dari pemahaman, 
keterampilan dan pengetahuan. Sejalan 
dengan Robbins tersebut, tingkat pendidikan 
formal para anggota DPRD Kabupaten Tolitoli 
juga berbanding lurus dengan kinerja legislasi 
DPRD Kabupaten Tolitoli. 
Aturan di Indonesia memberikan 
kesempatan kepada seluruh masyarakat 
untuk menjadi pejabat publik maupun pejabat 
politik dengan kualifikasi pendidikan formal 
lulusan SMA, termasuk lulus dengan predikat 
Paket C. Peluang ini juga dimanfaatkan oleh 
masyarakat Kabupaten Tolitoli untuk menjadi 
anggota DPRD Kabupaten Tolitoli sehingga 
terdapat empat anggota DPRD yang berlatar 
belakang pendidikan Paket C dan 16 anggota 
DPRD yang berlatar belakang lulusan 
SMA/Sederajat, kemudian diikuti oleh lulusan 
S1 dan S2 masing-masing berjumlah 
sembilan dan satu anggota DPRD Kabupaten 
Tolitoli. 
Tanpa mengesampingkan pendidikan 
informal yang pernah diterima oleh seluruh 
anggota DPRD Kabupaten Tolitoli, tetapi 
pendidikan politik tentang legislasi yang 
menjadi salah satu fungsi DPRD tersebut 
belum ada di Indonesia. Pendidikan politik 
yang diterima oleh para kader partai politik 
juga tidak utuh seperti pendidikan formal 
tentang politik dan pembuatan peraturan 
perundang-undangan termasuk Perda seperti 
di Perguruan Tinggi. 
Dominasi eksekutif dalam pengusulan 
Raperda agar dibahas menjadi Perda kembali 
menunjukan bahwa selain inovasi, kualitas 
dan kapasitas anggota DPRD Kabupaten 
Tolitoli berdasarkan latar belakang 
pendidikannya masih belum memenuhi 
kualifikasi sebagai anggota DPRD Kabupaten 
yang mampu menjalankan fungsi dan 
kewenangannya termasuk dalam 
menjalankan fungi legislasi, karena setelah 
terpilih menjadi anggota DPRD, hak dan 
kewajiban anggota DPRD telah melekat serta 
harus mampu menjalankan setiap tugas, 
wewenang dan fungsinya. 
 
 
b. Kuantitas 
 
Kuantitas sering didefinisikan sebagai 
banyaknya jumlah kinerja yang dihasiilkan, 
baik berupa unit maupun jumlah siklus 
aktivitas yang mampu diselesaikan (Robbins, 
2006). Kuantitas penelitian ini akan diukur 
melalui jumlah Perda yang dihasilkan oleh 
DPRD Kabupaten Tolitoli selama periode 
Tahun 2009-2014 dari jumlah Raperda yang 
dijadikan prioritas pembahasan dalam 
Program Legislasi Daerah DPRD Kabupaten 
Tolitoli. Kuantitas akan menentukan kinerja 
DPRD Kabupaten Tolitoli dalam menjalankan 
fungsi legislasi atau membuat peraturan 
perudang-undangan di tingkat daerah. 
Pemerintah daerah yang memahami 
kondisi lokalistiknya pasti akan membuat 
Perda untuk menjadikan daerah tersebut 
terbebas dari permasalahan yang terjadi dan 
mengusahakan melalui legislasi untuk 
mendorong daerahnya semakin maju dan 
berkembang. Perda tersebut dibuat bersama-
sama oleh DPRD dan kepala daerah. Selama 
periode tahun 2009-2014, DPRD Kabupaten 
Tolitoli telah mengesahkan 74 Perda dengan 
persebaran sebagai berikut. 
 
Tabel Persebaran Perda yang Disahkan 
Periode Tahun 2009-2014 
Tahu
n 
Reperd
a 
Perd
a 
Sumber 
DPR
D 
Eksekuti
f 
2009 14 7 - 7 
2010 13 9 - 9 
2011 25 21 - 21 
2012 32 21 1 20 
2013 19 10 1 9 
2014 12 6 - 6 
Total  115 74 2 72 
Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Tolitoli 
 
Tabel diatas menunjukan kinerja 
DPRD Kabupaten Tolitoli secara jelas bahwa 
lembaga legislatif di Kabupaten Tolitoli ini 
tidak menunjukan kinerja yang baik. 
Kewenangan yang dimiliki DPRD dalam 
membuat perda sangatlah besar jika 
dibandingkan dengan eksekutif, hal ini 
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berdasarkan ketentuan pasal 140 ayat 1 dan 
2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, jika 
dalam waktu yang bersamaan (satu masa 
sidang) kepala daerah dan DPRD 
menyampaikan rancangan Perda dengan 
materi yang sama maka yang dibahas adalah 
rancangan Perda yang disampaikan oleh 
DPRD. Ketentuan ini menegaskan penguatan 
terhadap DPRD sebagai representatif rakyat 
dalam menjalankan fungsi legislasi daerah 
dalam arti DPRD memiliki peluang dan 
kewenangan yang luas dalam pembentukan 
perda.  
Kondisi yang terjadi di DPRD 
Kabupeten Tolitoli sangatlah berbeda. 
Terlepas dari tidak adanya Prolegda yang 
dibentuk oleh DPRD Kabupaten Tolitoli, 
namun usulan Raperda dari eksekutif tentu 
masih tetap ada sebagai dasar 
penyelenggaraan dan pengelolaan 
pemerintahan daerah. Data dalam tabel 
diatas menunjukan bahwa, dari 115 Raperda 
yang diusulkan untuk dibahas selama periode 
2009-2014, hanya terealisasi 74 Raperda 
yang menjadi Perda,  atau sekitar 64,35%. 
Hal ini menunjukan bahwa kinerja DPRD 
Kabupaten Tolitoli belum maksimal, karena 
DPRD Kabupaten hanya membahas apa 
yang diusulkan oleh eksekutif, tidak ditekan 
oleh target Prolegda yang bahkan tidak 
pernah dibentuk. 
Tidak dibentuknya Prolegda oleh 
DPRD Kabupaten Tolitoli akan menyulitkan 
daerah dalam menentukan tujuan jangka 
panjang Kabupaten Tolitoli, sehingga hanya 
eksekutif yang seolah-olah mengetahui dan 
menentukan tujuan Kabupaten Tolitoli 
kedepan. Ketidakberdayaan DPRD 
Kabupaten Tolitoli ini dibuktikan dengan data, 
bahwa selama periode 2009-2014, dari 74 
Raperda yang disahkan menjadi Perda, 
hanya dua Perda yang berasal dari inisiatif 
DPRD Kabupaten Tolitoli, atau sekitar 2,70% 
sedangkan hal ini berbanding terbalik dengan 
eksekutif yang memprakarsai 72 Perda, atau 
sekitar 97,30%. 
 
c. Ketepatan Waktu 
 
Ketepatan waktu merupakan 
kesesuaian antara perencanaan dengan 
implementasi berdasarkan kurun waktu 
tertentu dilihat dari tingkat aktivitas yang 
dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang 
ditetapkan sehinga akan terjadi maksimalisasi 
penggunaan waktu yang tersedia (Robbins, 
2006). Kesesuaian waktu DPRD Kabupaten 
Tolitoli dalam menyelesaikan Raperda 
menjadi Perda dalam setiap pembahasan 
Raperda pada masa sidang dapat dijadikan 
salah satu indikator yang dapat dianalisa 
untuk mengetahui kinerja DPRD Kabupaten 
Tolitoli dalam menjalankan fungsi legislasi. 
Temuan penulis dalam penelitian 
dilapangan bahwa pembahasan prolegda 
tidak berjalan sebagaimana mestinya menurut 
Undang-Undang. Pembahasan Raperda yang 
terjadi selama periode 2009-2014 tidak 
berdasarkan mekanisme Prolegda, tetapi 
hanya membahas seluruh ususlan eksekutif 
yang biasanya dibahas bersama-sama 
dengan Perda RAPBD. 
Hal tersebut berbeda dengan fungsi 
DPRD sebagai pembuat Perda, terutama 
dalam menentukan prioritas pembahasan 
dalam setiap tahun anggaran dari setiap 
Raperda yang disampaikan, baik inisiatif 
eksekutif maupun inisiatif legislatif yang bukan 
hanya duplikasi dari program pusat tetapi juga 
inovasi daerah untuk menyelesaikan masalah 
lokal. 
Salah satu Raperda yang cukup 
kontroversional dan populer di kalangan 
masyarakat luas yang telah ditetapkan 
menjadi Perda oleh DPRD Kabuapten Tolitoli 
adalah Perda No. 4 Tahun 2010 Tentang 
Pelarangan Kegiatan Prostitusi. Raperda ini 
berasal dari eksekutif, namun dalam waktu 
yang sama DPRD juga sudah menerima 
keluhan dari masyarakat disekitar wilayah 
prostitusi saat reses, namun karena DPRD 
belum membuat draft Raperda tentang 
pelarangan kegiatan prostitusi ini, maka draft 
raperda diajukan oleh eksekutif dan dibahas 
dalam masa sidang pada bulan Januari 
sampai Februari 2010. 
Inisiatif yang berasal dari eksekutif ini 
disebabkan karena anggota DPRD 
Kabupaten Tolitoli periode 2009-2014 saat itu 
baru menjabat sekitar lima bulan. 
Permasalahan tempat prostitusi, yaitu di 
kawasan Soppeng, Baolan ini sudah menjadi 
polemik sejak lama. Eksekutif yang juga 
sudah lama menangani permasalahan ini 
terlebih dahulu berinisiatif membuat Raperda 
tentang pelarangan kegiatan prostitusi yang 
berdampak tidak hanya disatu kawasan saja, 
melainkan berlaku pada semua wilayah di 
Kabupaten Tolitoli.  
Dari keseluruhan pembahasan diatas, 
dapat dilihat bahwa kemitraan DPRD 
Kabupaten Tolitoli bersama dengan Pemda 
berjalan baik sesuai dengan peraturan yang 
berlaku dalam proses pembuatan Perda di 
Kabupaten Tolitoli. Kerjasama ini 
menghasilakan Perda yang berkualitas, tepat 
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sasaran dan dapat diterima oleh masyarakat 
luas. 
 
d. Efektivitas  
 
Efektivitas mengarahkan pada 
penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, 
uang, teknologi, bahan baku) yang 
dimaksimalkan untuk menaikkan hasil dari 
setiap unit dalam penggunaan sumber daya 
(Robbins, 2006). Sumber daya DPRD 
Kabupaten Tolitoli dalam menjalankan fungsi 
legislasi telah diatur berdasarkan UU No. 
17/2014 tentang MD3 juga mengatur tentang 
tugas serta wewenang yang dimiiki oleh 
DPRD Kabupaten/Kota melalui struktur (AKD) 
yang telah dibentuk di dalam kelembagaan 
internal DPRD Kabupaten/Kota.  
Robbins (1996) membuat perincian 
mengenai segi-segi struktur organisasi. 
Perspektif perubahan organisasinya nampak 
dari faktor-faktor determinan (penentu) 
struktur organisasi. Dimensi-dimensi struktur 
organisasi adalah: (1) Kompleksitas; (2) 
Formalisasi; dan (3) Sentralisasi. Dimensi-
dimensi ini telah mencakup unsur-unsur 
struktural. 
Sejalan dengan Robbins, bahwa 
struktural organisasi di DPRD Kabupaten 
Tolitoli sangat dipengaruhi oleh pimpinan 
yang berasal dari Fraksi Partai Politik yang 
memiliki jumlah anggota terbanyak.  
Alat Kelengkapan Dewan (AKD) 
DPRD Kabupaten Tolitoli sebagaimana diatur 
dalam Surat Keputusan Pimpinan DPRD 
Kabupaten Tolitoli No. 02 Tahun 2009 telah 
dipilih Pimpinan DPRD Kabupaten Tolitoli 
beserta kelengkapannya secara demokratis. 
Pimpinan DPRD Kabupaten Tolitoli terdiri atas 
Pimpinan DPRD, Komisi, Badan dan Fraksi. 
Pengambilan keputusan di DPRD 
Kabupaten Tolitoli adalah Kolektif-Kolegial 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
Namun, pengambilan keputusan akan sangat 
dipengaruhi oleh pimpinan, baik ditingkat 
komisi maupun paripurna, juga akan sangat 
dipengaruhi oleh jumlah anggota tiap fraksi 
jika terjadi mekanisme voting. Sangat sulit 
bagi fraksi-fraksi yang tidak memiliki kursi 
mayoritas. 
Hal ini berati pendapat Robbins sejalan 
dengan situasi yang ada di DPRD Kabupaten 
Tolitoli, bahwa pengambilan keputusan 
tergantung dari struktur organisasi. 
Sentralisasi meletakan pusat pengambilan 
keputusan yang dapat berada di puncak 
organisasi, didelegasikan ke level bawah atau 
diberikan kepada suatu tim yang bersifat 
sementara (ad hoc). Keputusan sebuah 
organisasi menerapakan sentralisasi ataupun 
desentraslisasi didasarkan pada kebutuhan 
dan tujuannya. Sentralisasi-desentralisasi 
dianggap penting karena organisasi adalah 
sistem pengambilan keputusan dan 
pengolahan informasi melalui sekumpulan 
orang. 
Struktur kepemimpinan di DPRD 
Kabupaten Tolitoli ternyata sangat 
mempengaruhi kinerja legislasi yang diukur 
dari produk yang dihasilkan oleh DPRD 
Kabupaten Tolitoli, meskipun keputusannya 
diambil diatas dasar kolektif-kolegial melalui 
mekanisme voting dan manuver politik. 
Struktural membantu pencapaian tujuan 
melalui koordinasi dari usaha kelompok. 
Pengambilan keputusan dan pengolahan 
informasi adalah yang utama agar koordinasi 
dapat terlaksana. Desentralisasi mendorong 
tindakan yang cepat karena menghindari 
kebutuhan untuk memproses informasi 
melalui hirarki vertikal (Robbins, 1996). 
Keputusan desentralisasi yang 
dilakukan DPRD Kabupaten Tolitoli yaitu 
berada pada tingkat badan dan komisi bahkan 
juga pada tingkat paripurna. Keputusan 
desentralisasi sangat tepat diterapkan pada 
organisasi atau lembaga perwakilan seperti 
DPRD karena anggota DPRD mewakili 
rakyat, sehingga anggota DPRD harus 
mengaspirasikan kepentingan rakyat diatas 
kepentingan yang lain. Keputusan 
desentralisasi di DPRD Kabupaten Tolitoli 
tersebut ternyata juga tidak berjalan 
sempurna, karena hanya terlihat seolah-olah 
menjadi keputusan desentralisasi. Hal 
tersebut didasarkan pada pengambilan 
keputusan yang sesungguhnya terletak pada 
pimpinan fraksi di DPRD Kabupaten Tolitoli. 
Keputusan pimpinan fraksi tersebut yang 
diteruskan dan dipertahankan untuk menjadi 
keputusan bersama oleh setiap anggota fraksi 
yang duduk pada badan maupun komisi di 
DPRD Kabupaten Tolitoli. 
Kondisi tersebut kembali menegaskan 
bahwa struktural sangat berpengaruh dalam 
kinerja legislasi DPRD Kabupaten Tolitoli. 
Para pimpinan disemua tingkatan di DPRD 
Kabupaten Tolitoli mengambil peran strategis 
dalam menggiring kepentingan untuk menjadi 
keputusan bersama pada tingkat paripurna, 
sehingga legislasi yang sudah dirumuskan 
dan dibuat sebelumnya dapat berubah saat 
bagian dari struktur yang berpengaruh ingin 
mengubahnya maupun membatalkannya. 
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e. Kemandirian 
 
Kemandirian merupakan tingkat 
seseorang pelaku organiasi yang akan 
menjalankan fungsi kerjanya, serta komiten 
kerja yaitu suatu tingkat dimana pelaku 
organisasi mempunyai komitmen kerja 
dengan instansi dan tanggungjawab pelaku 
organisasi terhadap kantor/institusi (Robbins, 
2006). Pola yang terbentuk atau kebiasaan 
cara kerja DPRD Kabupaten Tolitoli dalam 
menjalankan fungsi legislasi akan 
mempengaruhi kinerja DPRD Kabupaten 
Tolitoli sehingga dapat membentuk sebuah 
budaya organisasi atau kultur organisasi. 
Kinerja suatu organisasi juga akan 
dipengaruhi oleh kultur atau budaya 
organisasi itu sendiri. Namun pendapat 
Robbins tersebut berbeda dengan situasi 
yang ada di DPRD Kabupaten Tolitoli. 
Berdasarkan data yang menyatakan bahwa 
hanya 2,70% saja Perda yang bersal dari 
inisiatif DPRD Kabupaten Tolitoli, atau hanya 
dua Perda dari 74 Perda yang disahkan. 
Inovasi yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten 
Tolitoli sangatlah rendah karena hanya 
membahas Raperda yang diususlkan oleh 
eksekutif.  
Kebiasaan DPRD Kabupaten Tolitoli 
yang menunggu membuat lembaga 
perwakilan tersebut menjadi tidak proaktif 
untuk meningkatkan kinerja legislasi DPRD 
Kabupaten Tolitoli. DPRD Kabupaten Tolitoli 
dalam membuat Perda sesuai Undang-
Undang sesungguhnya memiliki kewenangan 
yang lebih besar dari pada eksekutif, karena 
DPRD Kabupaten Tolitoli merupakan 
representasi dari rakyat itu sendiri, dimana 
legislasi dibuat juga dengan asas demokrasi, 
yaitu dari, oleh dan untuk Rakyat sebagai 
obyek peraturan daerah. 
 
f. Lingkungan  
Dalam setiap proses dan analisis, 
faktor lingkungan selalu memberi pengaruh 
dan dampak yang cukup signifikan 
dibandingkan dengan faktor-faktor yang 
lainnya. Oleh karena itu faktor lingkungan 
penting dalam analisis mengenai kinerja 
lembaga DPRD karena setiap 
lembaga/organisasi beroperasi di bawah 
pengaruh lingkungan. Tidak ada 
lembaga/organisasi yang beroperasi dalam 
kevakuman. Organisasi selalu berinteraksi 
dengan lingkungannya (Robbins, 1996).  
Seperti yang dikatakan Robbins 
bahwa lingkungan organisasi adalah semua 
hal yang terdapat di luar organisasi, 
selanjutnya dibedakan menjadi dua kategori 
lingkungan organisasi, yaitu lingkungan umum 
dan lingkungan khusus.  
Seperti pendapat Robbins diatas, 
kelompok kepentingan dan kelompok 
penekan di Kabupaten Tolitoli juga memiliki 
sumbangsih dalam proses kinerja legislasi 
DPRD Kabupaten Tolitoli. Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) sering kali menjadi 
kelompok penekan dan kelompok 
kepentingan dalam proses perumusan 
legislasi. Bahkan banyak anggota DPRD 
Kabuapten Tolitoli yang lahir dari LSM, namun 
Andi juga menyatakan bahwa keberadaan 
kelompok penekan dan kelompok 
kepentingan hampir berimbang. 
Mengacu pada UU No. 12 Tahun 
2011 menyatakan bahwa masyarakat berhak 
memberikan masukan dalam pembentukan 
peraturan perundang-undangan, melalui 
beberapa mekanisme, baik secara lisan 
maupun tulisan. Namun, selama ini 
masyarakat tidak banyak berperan dalam 
proses pembentukan Perda karena memang 
masyarakat tidak terlibat secara aktif dan 
pembahasan-pembahasan tidak melibatkan 
masyarakat.  
Hal ini menunjukan bahwa produk 
legislasi yang dihasilkan di Kabupaten Tolitoli 
oleh DPRD Kabupaten Tolitoli tidak melalui 
mekanisme berdasarkan peraturan. 
Penyerapan aspirasi akan memperlihatkan 
permasalahan konkrit dalam masyarakat, 
namum jika hal ini tidak dilakukan, maka 
sesungguhnya kondisi ini sedang 
menghilangkan hak mayarakat dalam 
menyatakan aspirasi sesuai dengan aturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Seharusnya terdapat upaya-upaya 
pemerintah dalam membangkitkan kesadaran 
masyarakat dalam pembangunan yang 
adalah fungsi pemerintah. 
 
5. KESIMPULAN 
 
5.1. Simpulan 
Beberapan simpulan yang dapat 
ditarik dari analisis penelitian ini adalah, 
kinerja legislasi DPRD Kabupaten Tolitoli 
Periode Tahun 2009-2014 dalam mewujudkan 
Perda yang berkualitas dan dapat disesuaikan 
denga kondisi lokalistiknya belum dapat 
berjalan baik sebagaimana mestinya. Pola 
yang terbangun dalam kinerja legislasi DPRD 
Kabupaten Tolitoli harus diperbaiki 
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berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
Tidak adanya target legislasi yang 
tertuang dalam Program Legislasi Daerah 
atau Prolegda menyulitkan DPRD Kabupaten 
Tolitoli bekerja maksimal dalam menjalankan 
fungsinya untuk membentuk Perda. Inovasi 
yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Tolitoli 
masih sangat rendah atau hanya mampu 
membuat dua Perda yang berasal dari inisiatif 
DPRD Kabupaten Tolitoli, sedangkan 
eksekutif mendominasi dengan mengusulkan 
perda sebanyak 113 dan juga hanya mampu 
disahkan menjadi 72 Perda, sehingga selama 
periode 2009-2014 DPRD Kabupaten Tolitoli 
menyelesaikan 74 Raperda yang disahkan 
menjadi Perda dari 115 usulan Raperda. 
Dibalik permasalahan kinerja DPRD 
Kabupaten Tolitoli ini, ada beberapa indikator 
yang mempengaruhi, diantanya adalah. 
Pertama, kualitas para anggota DPRD 
Kabupaten Tolitoli yang berkaitan dengan 
keterampilan dan pengetahuan (pendidikan) 
dalam menjalankan kinerja legislasi di DPRD 
Kabupaten Tolitoli sangat diperlukan dan 
sangat mempengaruhi disamping perlunya 
pengalaman atau pendidikan non formal. 
Secara garis besar, dapat dikatakan bahwa 
tingkat pendidikan anggota DPRD Kabupaten 
Tolitoli berbanding lurus dengan tingkat 
pencapaian kinerja legislasi DPRD Kabupaten 
Tolitoli. Kurangnya pemahaman akan legislasi 
menjadi permasalahan tersendiri dan 
membuat anggota DPRD Kabupaten Tolitoli 
kurang produktif dalam menjalankan 
fungsinya.  
Kedua, kuantitas produk legislasi 
yang menunjukan kinerja DPRD Kabupaten 
Tolitoli secara jelas bahwa lembaga legislatif 
di Kabupaten Tolitoli ini tidak menunjukan 
kinerja yang baik sebab hanya mampu 
menyelesaikan 74 Perda dari 115 Raperda 
selama Tahun 2009-2014, sedangkan dari 74 
Perda yang disahkan, hanya dua Perda yang 
merupakan Perda inisiatif DPRD.  
Ketiga, ketepatan waktu. Ketepatan 
waktu DPRD Kabupaten Tolitoli dalam 
menyelesaikan Raperda menjadi Perda pada 
setiap pembahasan Raperda setiap masa 
sidang. Waktu di DPRD ditentukan oleh target 
legislasi atau Prolegda, namun pembahasan 
prolegda tidak berjalan sebagaimana 
mestinya menurut Undang-Undang. 
Pembahasan Raperda yang terjadi selama 
periode 2009-2014 tidak berdasarkan 
mekanisme Prolegda, tetapi hanya 
membahas seluruh ususlan eksekutif yang 
biasanya dibahas bersama-sama dengan 
Perda RAPBD. Hal ini dibuktikan dengan 
kinerja DPRD Kabupaten Tolitoli yang sudah 
terbiasa dengan pola kerja menunggu draf 
Raperda dari eksekutif. Hal inilah yang 
mengakibatkan tidak adanaya inovasi dalam 
pembuatan peraturan daerah yang 
berkualitas.  
Keempat, efektivitas. Sumber daya 
DPRD Kabupaten Tolitoli dalam menjalankan 
fungsi legislasi telah diatur berdasarkan UU 
bahwa tugas serta wewenang yang dimiliki 
oleh DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan 
struktur (AKD) yang dibentuk. Struktural 
sangat berpengaruh dalam kinerja legislasi 
DPRD Kabupaten Tolitoli. Para pimpinan 
disemua tingkatan di DPRD Kabupaten 
Tolitoli mengambil peran strategis dalam 
menggiring kepentingan untuk menjadi 
keputusan bersama pada tingkat paripurna 
Kelima, kemandirian. Pola yang 
terbentuk atau kebiasaan cara kerja DPRD 
Kabupaten Tolitoli dalam menjalankan fungsi 
legislasi akan mempengaruhi kinerja DPRD 
Kabupaten Tolitoli sehingga dapat 
membentuk sebuah budaya organisasi atau 
kultur organisasi. Kebiasaan DPRD 
Kabupaten Tolitoli yang menunggu membuat 
lembaga perwakilan tersebut menjadi tidak 
proaktif untuk meningkatkan kinerja legislasi 
DPRD Kabupaten Tolitoli. DPRD Kabupaten 
Tolitoli dalam membuat Perda sesuai 
Undang-Undang sesungguhnya memiliki 
kewenangan yang lebih besar dari pada 
eksekutif, karena DPRD Kabupaten Tolitoli 
merupakan representasi dari rakyat itu 
sendiri, dimana legislasi dibuat juga dengan 
asas demokrasi, yaitu dari, oleh dan untuk 
Rakyat sebagai obyek peraturan daerah. 
Kelima, lingkungan memang sangat 
mempengaruhi kinerja legislasi DPRD 
Kabupaten Tolitoli, namun sejauh ini 
pengaruh yang diperoleh masih positif dari 
kelompok penekan maupun kelompok 
kepentingan. Permasalahan yang terjadi 
adalah partisipasi mayarakat dalam 
pembahasan Raperda sangat minim bahkan 
hampir tidak ada. Sebagai objek Perda, 
seharusnya masyarakat berhak mengetahui 
dan memberikan saran, baik secara tertulis 
maupun secara lisan kepada DPRD 
Kabupaten Tolitoli demi terlaksananya Perda 
yang disahkan tanpa ada permasalahan. 
 
5.2. Saran  
 
Melalui analisis kinerja legislasi 
DPRD Kabupaten Tolitoli Periode 2009-2014, 
maka penulis merekomendasikan beberapa 
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saran yang dapat penulis sampaikan, yaitu 
sebagai berikut: 
1. DPRD Kabupaten Tolitoli bersama 
dengan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Tolitoli agar segera merumuskan dan 
merancang Program Legislasi Daerah 
(Prolegda), agar daerah dapat 
menterjemahkan tujuan besar RPJP dan 
RPJMD secara konkrit untuk 
kesejahteraan masyarakat Kabupaten 
Tolitoli dan tentunya untuk Daerah 
Kabupaten Tolitoli itu sendiri. 
2. Untuk DPRD Kabupaten Tolitoli dalam 
upaya menjalankan fungsi legislasi yang 
baik, segala sesuatu harus direncanakan 
dengan baik, terukur dan dapat 
dipertanggungjawabkan melalui kinerja 
legislasi yang berdasarkan peraturan 
perundang-undangan, dengan 
mengedepankan asas keadilan, 
kesatuan dan kepentingan masyarakat 
Kabupaten Tolitoli. Hal itu dapat dicapai 
dengan pelatihan dan diklat khusus 
mengenai pembentukan peraturan 
daerah kepada anggota DPRD 
Kabupaten Tolitoli, memberikan inovasi 
untuk menyelesaikan masalah lokalistik, 
berpegang pada kolektif kolegial dan 
melibatkan masyarakat sebagai objek 
dan subyek Perda dalam pembahasan 
Raperda. 
3. DPRD Kabupaten Tolitoli segera 
menyusun daftar urut dan prioritas 
pembahasan Raperda untuk disahkan 
menjadi Perda setiap tahun dan lima 
tahun yang sesuai dengan RPJP 
Kabupaten Tolitoli agar tercipta sinergitas 
dari semua elemen di Kabupaten Tolitoli, 
secara khusus dalam 
menterjemahkannya melalui Perda. 
4. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat 
Kabupaten Tolitoli sebagai obyek Perda 
sebelum dilakukan penyusunan naskah 
akademik draft Raperda dan dilakukan 
kajian yang mendalam agar setiap Perda 
yang dibuat dapat berdampak luas dan 
positif serta lebih mudah dilaksanakan. 
5. Penguatan secara regulasi sudah 
terpenuhi secara mutlak bahwa DPRD 
memiliki kewenagan lebih besar untuk 
mengajukan Raperda, namun kinerja 
DPRD Kabupaten Tolitoli dalam 
mengusulkan Raperda sangat rendah 
jika dibandingkan dengan Raperda 
inisiatif eksekutif. Kondisi ini seharusnya 
tidak terjadi dengan kewenangan yang 
dimiliki oleh DPRD Kabupaten Tolitoli. 
Oleh karena itu perlu peningkatan kinerja 
dengan upaya-upaya yang konkrit untuk 
mencapainya. 
6. Penelitian selanjutnya perlu dilakukan 
untuk mengetahui kinerja-kinerja lainnya 
yang menjadi tugas dan fungsi DPRD 
Kabupaten Tolitoli, sehingga penelitian 
ini akan menjadi komprehensip jika 
dilengkapi dengan penelitian lainnya 
untuk memberikan pemecahan masalah 
atas permasalahan-permasalahan yang 
terjadi di DPRD Kabupaten Tolitoli dalam 
menjalankan tugasnya sebagai wakil 
rakyat. 
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